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ABSTRAK

Riska NST, NIM: 22070030, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur
Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi
pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di Panyabungan Kota meskipun
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia
perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala
sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak serta peran
Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota dalam mencegah pernikahan
anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis
dan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara
dengan petugas KUA dan pelaku pernikahan anak, serta dokumentasi. Analisis
data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga,
rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja,
kekhawatiran orang tua, budaya menikah muda, dan rendahnya pemahaman
masyarakat mengenai ketentuan usia perkawinan. KUA Panyabungan Kota
berperan secara administratif, edukatif, dan preventif melalui pemeriksaan
persyaratan perkawinan, sosialisasi, bimbingan perkawinan, edukasi mengenai
dampak pernikahan anak, serta koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan peran
tersebut cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasan kewenangan
KUA, mekanisme dispensasi perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, dan
kuatnya budaya menikah muda. Pencegahan memerlukan edukasi berkelanjutan
dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci : Peran Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Anak di bawah

umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pencegahan Perkawinan Anak di

bawah umur .
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ABSTRACK

Riska NST, Student ID: 22070030, Faculty of Sharia and Law, Islamic Family
Law (HKI) Study Program, State Islamic College (STAIN) of Mandailing Natal.
The Role of the Panyabungan Kota Office of Religious Affairs (KUA) in
Preventing Underage Marriage Following Law Number 16 of 2019. This
research is motivated by the fact that child marriage still occurs in Panyabungan
Kota, despite Law Number 16 of 2019 establishing a minimum marriage age of 19
for both men and women. This situation indicates that prevention efforts still face
various social, economic, educational, and cultural obstacles. This study aims to
analyze the factors causing child marriage and the role of the Panyabungan Kota
KUA in preventing it following the enactment of Law Number 16 of 2019. The
research employs a descriptive-qualitative method with a normative-sociological
approach and a case study design. Data were collected through observation,
interviews with KUA officials and parties involved in child marriages, and
documentation. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, involving
data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results
indicate that child marriage is influenced by family economic conditions, low
education levels, premarital pregnancy, adolescent social interactions, parental
concerns, the culture of early marriage, and limited public understanding
regarding marriage age regulations. The Panyabungan Kota KUA plays
administrative, educational, and preventive roles through the verification of
marriage requirements, public outreach, marriage counseling, education on the
impacts of child marriage, and cross-sector coordination. While the
implementation of these roles is reasonably effective, it is not yet optimal due to
limitations in KUA authority, the marriage dispensation mechanism, low legal
awareness, and the deeply rooted culture of early marriage. Prevention requires
continuous education and strengthened cross-sector coordination

Keywords: Role of the Office of Religious Affairs (KUA), Child Marriage, Law
Number 16 of 2019, Prevention of Child Marriage.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu upaya
penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak di bawah umur dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah
melakukan berbagai langkah pencegahan melalui perubahan ketentuan batas usia
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan
bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan anak di bawah
umur yang dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi
anak.

Meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah diperjelas,
praktik pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan di berbagai daerah di
Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum
sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Dalam
perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum
dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance),
struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture). Ketiga unsur
tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai,
termasuk dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur .

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial yang
cukup kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya
tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan remaja, kehamilan di
luar nikah, serta budaya masyarakat yang masih menganggap pernikahan sebagai
solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan masih
adanya anak yang menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan (Tabi et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti di Kantor

Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota, diketahui bahwaKantor Urusan Agama



(KUA) telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan pernikahan anak di
bawah umur, seperti penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan bagi
calon pengantin, sosialisasi kepada remaja dan masyarakat, serta kerja sama
dengan sekolah, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Namun demikian,
permohonan dispensasi nikah dan kasus pernikahan anak di bawah umur masih
ditemukan sehingga menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan
masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, kelembagaan,
maupun budaya masyarakat.

Kecamatan Panyabungan Kota merupakan salah satu wilayah di
Kabupaten Mandailing Natal yang masih menghadapi permasalahan pernikahan
anak di bawah umur. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA)
Panyabungan Kota, jumlah pernikahan anak di bawah umur selama periode 2021—
2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian
karena menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur belum
sepenuhnya berhasil menekan angka pernikahan usia anak di bawah umur di

wilayah tersebut.

Tabel 1.1
Data Pernikahan Anak di Panyabungan Kota Tahun 2021-2025
Tahun Jumlah Pernikahan Anak
2021 32
2022 35
2023 39
2024 35
2025 40

Sumber : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pernikahan anak di bawah umur di
Panyabungan Kota mengalami kenaikan dari 32 kasus pada tahun 2021 menjadi
40 kasus pada tahun 2025. Kenaikan tersebut tersebut menunjukkan bahwa
pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan yang memerlukan

perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA)



sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan
pelayanan perkawinan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pencegahan
pernikahan anak di bawah umur dapat dianalisis melalui tiga aspek. Pertama,
aspek substansi hukum yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 dan berbagai regulasi yang mendukung pencegahan pernikahan
anak di bawah umur (Analisis & Hukum, 2026). Kedua, aspek struktur hukum
yang berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota
beserta lembaga terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
pernikahan anak di bawah umur. Ketiga, aspek kultur hukum yang berkaitan
dengan kesadaran, pemahaman, sikap, dan budaya masyarakat terhadap ketentuan
usia perkawinan serta pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur .

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
mengkaji bentuk kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kantor
Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota ditinjau dari aspek substansi hukum,
struktur hukum, dan kultur hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur
yang telah dilakukan serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang dinilai menarik untuk dikaji lebih
lanjut, penulis berupaya melakukan analisis dan kajian secara mendalam yang
kemudian dituangkan dengan kata lain. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Panyabungan Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah
Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019~
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya pernikahan anak di

bawah umur di panyabungan setelah berlakunya UU no 16 thn 2019?

2. Bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) panyabungan dalam
pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU Nomor 16 tahun

2019?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian
ini yaitu untuk sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya permohonan
dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan
Agama(KUA) panyabungan setelah berlakunya UU Nomor 16 tahun
2019
b. Mengetahui peran kantor urusan agama (KUA) panyabungan dalam
Pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU Nomor 16
tahun 2019.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta
menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang
hukum keluarga Islam dan kebijakan publik terkait pencegahan
pernikahan anak.
b. Manfaat Praktis
1) Kantor Urusan Agama (KUA)
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor
Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam meningkatkan peran,
program, dan strategi dalam mencegah serta menanggulangi praktik
pernikahan anak di bawah umur di masyarakat.
2) Bagi Pemerintah atau lembaga terkait
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah
daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan serta
program yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan anak di
bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan.



3) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah
pernikahan anak di bawah umur serta dampak yang ditimbulkan,
sehingga masyarakat dapat lebih mendukung upaya pencegahan yang
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengalami perluasan
pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi:
1. Mengkaji peran kantor urusan agama (KUA) Panyabungan dalam upaya
pencegahan pernikahan anak di bawah umur.
2. Membahas pernikahan anak di bawah umur setelah berlakunya UU Nomor
16 Tahun 20109.
3. Menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di
Panyabungan.
4. Membatasi penelitian pada aspek pencegahan, bukan dampak hukum
perkawinan anak di bawah umur .
E. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam
melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika
rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan yang berhubungan
dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Fitria (2022) dengan judul penelitian “Peran Kantor Urusan Agama (KUA)
Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan
Telukjambe Timur Karawang”. Hasil penclitian Penelitian diatas dapat
disimpulkan bahwa persepsi masyarakat kecamatan Telukjambe Timur
sudah tidak asing lagi dengan pernikahan dibawah umur karena banyak
factor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini seperti factor
ekonomi, MBA (Married By Accident), Tradisi, dan juga perjodohan.



Persamaan : Penelitian yaitu sama-sama membahas pernikahan anak
dibawah umur serta pencegahannya.

Perbedaan : Perbedaan penelitian Riska Nst dengan penelitian Fitria
(2022) terletak pada penanggulangan pernikahan dibawah umur serta
dampaknya pernikahan anak dibawah umur. Perbedaan selanjutnya adalah
lokasi tempat penelitian di KUA Kecamatan Telukjambe Timur
Karawang. Sementara itu, penelitian Riska Nst dilakukan di KUA
Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan fokus pada peran
KUA dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur, sekaligus
menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak
di bawah umur di wilayah tersebut.

. Nurmaida Hasmi (2022) dengan judul penelitian “Faktor Penyebab dan
Dampak Psikologis Pernikahan Anak”. hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja
yang masih dibawah usia 19 tahun. Sedangkan, berdasarkan peraturan
Undang-Undang nomor 16tahun2019 pasal 7 menetapkan bahwa usia
untuk menikah yang diizinkan adalah usia yang sudah mencapai 19 tahun
keatas. Akan tetapi menurut BKKBN Lombok Timur usia yang ideal
untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan usia untuk lakilaki 25
tahun. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah
hamil diluar nikah, factor ekonomi keluarga, factor pergaulan bebas,
faktor media sosial, factor perceraian orang tua atau broken home, factor
lingkungan, factor pendikan keluarga.

Persamaan : Persamaan penelitian Nurmaida Hasmi (2022) dengan
penelitian Riska NST terletak pada fokus kajian yang sama-sama
membahas pernikahan anak di bawah umur serta faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia di bawah ketentuan yang
berlaku. Kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi beberapa faktor
penyebab, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan,

pergaulan remaja, dan kehamilan di luar nikah.



Perbedaan : Penelitian Nurmaida Hasmi (2022) berfokus pada identifikasi
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah
umur serta dampak psikologis yang dialami oleh pelaku pernikahan anak
di bawah umur. Faktor yang ditemukan antara lain kehamilan di luar
nikah, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, media sosial, broken
home, lingkungan, dan pendidikan keluarga. Sementara itu, penelitian
Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam
melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tetap mengidentifikasi
faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak
di bawah umur. Perbedaan utama terletak pada objek, lokasi, dan fokus
kajian, karena penelitian Riska NST tidak hanya membahas faktor
penyebab, tetapi juga menganalisis peran KUA melalui aspek
administratif, edukatif, dan preventif serta kendala yang dihadapi dalam
pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

. Ayu Rahadianti (2023) dengan judul penelitian “Strategi dan Dampak
Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan
Karangpawitan Kabupaten Garut”. Hasil yang didapatkan dalam penelitian
ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini
di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat
layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi
pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA
dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan
Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi
identitas.

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama membahas berbagai upaya
KUA, seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan perkawinan, serta
pelayanan administrasi perkawinan sebagai bagian dari pencegahan
pernikahan pada usia di bawah ketentuan hukum. Selain itu, kedua

penelitian sama-sama melihat pernikahan anak di bawah umur sebagai



permasalahan sosial dan hukum yang membutuhkan keterlibatan KUA
dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan : Penelitian Ayu Rahadianti (2023) berfokus pada strategi dan
dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di
Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, dengan strategi berupa
sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan administrasi
pencatatan nikah, serta bimbingan perkawinan. Sementara itu, penelitian
Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam
pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk faktor penyebab dan kendala
yang dihadapi KUA dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian Ayu
Rahadianti mengkaji dampak kebijakan KUA, seperti munculnya
pernikahan siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas, sedangkan
penelitian Riska NST lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peran KUA
secara administratif, edukatif, dan preventif serta kondisi sosial, ekonomi,
pendidikan, dan budaya masyarakat Panyabungan Kota.

. Hasan Yafiie (2026) dengan judul penelitian “Implementasi PERMA
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya
terhadap Perlindungan Hak Anak”. Implementasi PERMA Nomor 5
Tahun 2019 berhasil menyediakan pedoman komprehensif bagi hakim
dalam mengadili permohonan dispensasi kawin melalui prinsip
kepentingan terbaik anak (best interests of the child), yang
mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, psikologi, dan ekonomi
keluarga. Regulasi ini menggeser paradigma peradilan dari pendekatan
formal-legalistik menuju child-centered justice, meskipun tantangan
implementasi seperti tekanan sosial-budaya, variasi kompetensi hakim,
dan keterbatasan akses pakar masih menyebabkan inkonsistensi putusan
yang berpotensi melanggengkan perkawinan anak di bawah umur.
Persamaan : Kedua penelitian sama-sama mengacu pada ketentuan hukum
yang mengatur usia perkawinan dan dispensasi kawin, serta melihat bahwa

pernikahan anak di bawah umur merupakan persoalan yang tidak hanya



berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak terhadap
pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan kehidupan sosial anak.

Perbedaan : terletak pada fokus, objek, dan aspek yang dikaji. Penelitian
Hasan Yafiie (2026) berfokus pada implementasi PERMA Nomor 5 Tahun
2019 tentang Dispensasi Kawin serta implikasinya terhadap perlindungan
hak anak, khususnya dalam proses peradilan dan pertimbangan hakim
terhadap permohonan dispensasi kawin. Sementara itu, penelitian Riska
NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam pencegahan
pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, termasuk faktor penyebab dan kendala dalam
upaya pencegahannya. Penelitian Hasan Yafiie lebih menitikberatkan pada
lembaga peradilan, penerapan PERMA, pertimbangan hakim, dan
perlindungan hak anak, sedangkan penelitian Riska NST menitikberatkan
pada fungsi KUA dalam aspek administratif, edukatif, dan preventif serta

kondisi sosial masyarakat di Panyabungan Kota.

F. Defenisi Istilah
Guna memperoleh pemahaman yang seragam serta menghindari
kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan, penelitian ini
menyajikan definisi istilah sebagai berikut:
1. Peran
Peran adalah serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang
dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan atau
statusnya dalam suatu sistem sosial untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Kantor Urusan Agama (KUA)
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah
Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintah dalam bidang urusan agama lIslam di tingkat kecamatan,
seperti pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, serta
pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.
3. Penanggulangan
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Penanggulangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk
mencegah, mengurangi, dan mengatasi suatu permasalahan agar
dampaknya dapat diminimalkan atau dihilangkan.

4. Pernikahan Anak di bawah umur

Pernikahan anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh

seseorang yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh

undang-undang, yaitu di bawah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun
perempuan.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah masa setelah

diberlakukannya  perubahan Undang-Undang Perkawinan yang

menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan
menjadi 19 tahun sebagai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca
penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan
sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian,
dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, penelitian terdahulu, defenisi istilah, dan sistematika
pembahasan.

Bab Il : Kajian Teori, Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian, seperti pengertian peran, tugas dan fungsi Kantor Urusan
Agama (KUA), konsep pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan anak di
bawah umur, faktor-faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, serta
pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
batas usia perkawinan.

Bab 111 : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian,
sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
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Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan
menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.



